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PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

- Menimbang |

MMe'ngi(ngat '

bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola o
, Pemerlntahan ~yang baik di ﬂmgkungan Pemerintah
L Daerah yang bersih dan bebas darl korupsi, kolusi, dan =
» nepotlsme, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengendalian Grat1f1ka81 di lingkungan ]
g Pemermtah Kabupaten Karanganyar, B

Undang—Undang Nomor 13| Tahun 1950 tentang-- '

1. .
. Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten ~ dalam ©

- KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

'ngkungan Provinsi Jawa Tengah

Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm'

Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun' 1999 tentang |

Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran . Negau"a Republik Indone31a'

o
Pt

.'Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang—»
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
- Korupsi,  Kolusi, dan Nepot1sme (Lembaran Negara -

Nomor 3874), sebagaimanal telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20| Tahun 2001 tentang

Perubahan atas ' Undang—Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4150), -

Undang—Undang Nomor 30| Tahun 42002 tentang'
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -
(Lembaran Negara Repubhk \Indonesm Tahun 2002

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia . Nomor 4250), sebagalmana telah diubah -
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ‘Pengganti

Undang—Undang Nomor 1 ’Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
’I‘ahun 2002 tentang Kom131’Pernberantasan Tindak

Pidana Korupsi menjadi Undang—Undang -(Lembaran |

, Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107
~ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone
Nomor 5698) :

B |
!




Menetapkan

|

C :

Undang “Undang Nomor 5 | Tahun 2014 ‘tentang

'Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23| Tahun 2014 tentang
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

: Indonema Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597 ) -

sebagaimana telah ‘diubah |beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua| atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik IIndonesm Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indone31a Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor |79 Tahun 2005 tentang e
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

 Daerah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia

10.

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara o

‘ Repubhk Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor |60 Tahun 2008 tentang o

Slstem Pengendalian Intern |Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm o

Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negerl S1p11 (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahurll 2010  Nomor 74,
4Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5153); .
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang :

: Strateg1 Nasional Pencegaha'n dan Pemberantasan

11.

12, o
' Tahun 2014 tentang Pedloman Pelaporan = dan =
Penetapan  Status Gratifikasi, sebagaimana telah

Korup31 Jangka Panjang Tahun 2012-2025, dan
Jangka Menengah Tahun 20 12 2014, U ‘
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ,

dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembang'unan Zona - Integritas

menuju. Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayam di Llngkungan o

Instansi Pemerintah; -
Peraturan Komisi Pemberantgsan Korupsi: Nomor 02

diubah dengan Peraturan |Kom1s1 Pemberantasan
Korup31 Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

“Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan U

dan Penetepan ‘Status Gratlﬁkas1

i
|

MEMUTUSKAN

PERATURAN ~ BUPATI TENTANG PEDOMAN:Y

 PENGENDALIAN  GRATIF. IKASI DI - LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR




~

. BABI |
- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan: Bupat1 ini yang dlmaksud dengan .

. Kabupaten Karanganyar.

10.

11
~ uang, barang, rabat (discount],
- bunga,  tiket

12,

13.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ‘
Pemerintah Daerah adalah [Bupati sebaga1 ‘unsur -

'penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin. |

pelaksanaan urusan Pemerlntahan yang menjadz
kewenangan Daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Sekretaris  Daerah  adalah Sekretaris : Dae'rah‘

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Karanganyar

. Pejabat/Pegawai Daerah yang selanjutnya disebut ‘
Pejabat/Pegawai

adalah Bupati, Wakil Bupati,

Aparatur Sipil Negara, Calon ‘Aparatur Sipil Negara,
Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, ' Pegawai
BUMD Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama'
Pemermtah Daerah. .

. Komisi Pemberantasan Korupsi- yang selanjutnya' |
disingkat KPK' '

adalah le'mbaga Negara yang
independen . dengan tugas dan wewenang melakukan -

pemberantasan tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang
tentang Komisi Pemberantasan

korupsi, yang dibentuk
Nomor 30 Tahun 2002
Tindak Pidana Korupsi.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya
dlsmgkat SKPD adalah Sekretanat Inspektorat,

Badan, Dinas, Bagian, dan |Kantor di lingkungan

Pemerintah Daerah. v
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dlsmgkat

BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah ~yang

didirikan oleh Pemerintah Daerah ‘dapat berbentuk

Perusahaan Daerah atau Persei‘oan Terbatas.

Unit Pelaksana Teknis yang se

adalah Unsur pelaksana tugas
Badan
Grat1ﬁka31 adalah pembeman

lanjutnya disingkat UPT
teknis pada Dinas dan
dalam arti luas, yakni
komisi, pinjaman tanpa

perjalanan, | fasilitas - penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya, baik yang d1ter1ma di dalam negeri
maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan
menggunakan sarana. elektronlk atau tanpa
sarana elektronik. ‘

Pengendalian Grat1ﬁkas1 adalah suatu 31stem yang
bertujuan  untuk mengendallkan
gratifikasi secara transparan (dan akuntabel melalui -
serangkaian kegiatan yang mehbatkan partisipasi aktif

‘badan Pemerintahan, dunla usaha, dan masyarakat

untuk membentuk pengendalian : |
gratifikasi. :
Unit Pengendahan GratlﬁkaSI Kabupaten Karanganyar

yang  selanjutnya: d1s1ngkat UPG  Kabupaten

7 11ngkungan

Karanganyar adalah unit kerja yang bertanggung
~ jawab untuk menjalankan |
gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

fungsi pengendalian

penerlmaanv o



s

15,

Pernberl adalah para p1hak baik perseorangan,
sekelompok orang, badan hukum, atau lembaga yang -
memberikan gratifikasi kepada penerima grat1ﬂkas1 '

Formuhr Pelaporan Gratlflka& adalah lembar isian

. yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik

16,

atau non elektronik untuk melaporkan penemmaan. '

Gratifikasi.
Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya dlsebut Pelapor
adalah Pejabat /Pegawai yang menerima Gratifikasi dan

menglsl formulir Gratifikasi |sesuai prosedur, dan

- 17.

19.

20,

kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG. ~
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang -
menjalankan fungsi eksekutlf ‘leglslatlf atau yudikatif
dan pejabat lain yang fung31 dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesua1

- dengan ketentuan Peraturan Perundang—undangan

- 18.

‘adalah warga Negara Indones1a yang memenuhi syarat
~ tertentu, diangkat sebagai Pegawa1 Aparatur Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ;

Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawalan
untuk menduduki jabatan Pemermtahan ,
Pejabat adalah Pegawal Pemerlntah yang memegang
Jabatan penting.

Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi

~informasi lengkap penerlmaan Gratifikasi  yang

o1,

22.

23.

dituangkan dalam Formuhr Pelaporan Gratifikasi oleh
Pelapor. ’ ‘
Konflik Kepentlngan ~adalah kondls1 dari
pejabat/ Pegawal yang pat'ut diduga memiliki -
kepentmgan pribadi - dan |dapat mempengaruhi
pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak
patut.

Kedinasan adalah seluruh . aktivitas resmi

pejabat/ Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungs1
dan Jabatannya n
Berlaku Umum adalah suatu kondisi bentuk

pemberlan yang diberlakukan| sama dalam hal jenis,
bentuk, persyaratan, atau nilai untuk semua peserta

|
- dan memenuhi prinsip kewajaran

24.

Kurs Tengah Bank Indonesia adalah n11a1 tukar valuta

~ asing dengan mata uang Ruplah yang didapatkan dari

(1)

. 5

rata-rata kurs jual dan kurs beh (Kurs Tengah = (Kurs

Jual+Kurs Beh) /2) pada hari tertentu.

BAB I
MAKSUD TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

, Bag1an Kesatu
Maksud dan Tujuan :

Pasal 2

pedoman kepada pejabat/ Pegawal dalam memahami,

mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi  di

lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati ini bertujuan', untuk :

a. meningkatkan pemahaman ' pejabat/ Pegawai‘ :
~ tentang Gratifika31, ¥ '

Peraturan Bupati ini d1maksudkan untuk memberikan



o)

. | meningkatkan képétuhan - pejabat/Pégawai S
- | terhadap ketentuan Gratlﬁham o

menciptakan lingkungan kerJa dan budaya kerja |

- .yang transparan dan’ ak'untabel di 11ngkungan

Pemerintah Daerah;:
membangun 1ntegr1tas pejabat/ Pegawa1 yang

~bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, - dan
- nepotisme; dan i . ; )

meningkatkan kredlblhtas dan kepcrcayaah publik

- atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah
- Daerah. ‘ ' ' R

Bagian Kedua
Prinsip Dasar

Pasal 3

Setlap pejabat /Pegawai wajib menolak gratlﬁka81 yang‘;*

, d1ketahu1 sejak awal berhubungan dengan jabatannya
dan berlawanan dengan kewapban atau tugasnya

@)

b.
: 3anggaran diluar penerlmaan yang sah; L
terkait dengan tugas dalam proses pemerlksaan, P
“audit, monltonng, dan evaluasi diluar. penemmaan

c.

c lain;

- selama kunjungan dinas;

- pejabat/Pegawali. e
Setiap  pejabat/Pegawai dilarang  memberikan

‘antara lam Gratifikasi :
a.

terkait dengan pembelnan' Iayanan pada'
masyarakat diluar penemmzlian yang sah;
terkait dengan tugas dalam proses penyusunan' -

yang sah;

terkait dengan pelaksanaan perjalanan dlnas dlluar
penerimaan yang sah / resml, : .
dalam -proses penenmaan / prom031/ mutasL ‘
Pegawal,

- dalam  proses komun1kas1 ~ neg081as1 - dan
‘pelaksanaan  kegiatan dengan pihak lain terkait

dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; |

|sebagai akibat “dari° - perjanjian-
kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak

sebagai ungkapan terlma kasih sebelum, selama,

. atau setelah proses pengadaan barang dan jasa; -

‘'hadiah atau souvenir bagi Pegawa1 / pengawas / tamu - :

fasilitas entertamment fasﬂltas w1sata voucher oleh

pejabat/Pegawai dalam keglatan yang terkait

dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya

- ‘dengan Pemberi Gratifikasi yang tidak - relevan :

dengan penugasan yang diterima;

‘dalam rangka m‘empengaruhi
kebljakan/keputusan/perlakuan - pemangku -
kewenangan; -

dalam pelaksanaan pekerjaltan yang terkait déngari -
jabatan dan bertentangan dengan kewapban /tugas

Gratifikasi kepada PNS atau penyelenggara Negara
lainnya yang berhubungan | dengan jabatan dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. ~




(3) PNS atau penyelenggara Negara melaporkan penolakan

(4)

(1)

(2)

Gratifikasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
kepada UPG. . ,
Dalam hal UPG belum | terbentuk, pelaporan
disampaikan = kepada ‘- Inspektorat, serta atasan
langsung.

3 Pasal 4

Kewajiban  penolakan: Gratifikasi  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat |(1), dikecualikan dalam

hal :

a. ;Gratifikasi tidak diterima secara langsung;

b. Pemberi Gratifikasi tidak dlketahul

C. penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang
diterima;

d. Gratifikasi dlbenkan dalam rangka kegiatan adat
istiadat atau upacara keagamaan dan/atau

e. adanya kondisi tertentu | yang tidak mungkin
'ditolak, yaitu : . '
1. penolakan = yang dapat mengakibatkan

rusaknya hubungan baik institusi; ‘

12. membahayakan penerima dan/atau
.~ mengancam jiwa/harta, atau pekerjaan
pejabat/Pegawai.

PeJabat/ Pegawai yang tidak dapat menolak karena
memenuhi kondisi sebagalmana dimaksud - pada
ayat (1), wajib melaporkan Gratifikasi tersebut kepada
KPK melalui UPG.

Dalam hal pejabat/ Pegawa1 menerima Gratifikasi yang
tidak dapat ditolak sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) berupa makanan yarllg mudah busuk atau
rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya
kepada UPG.

Dalam rangka memenuhl pr1n31p kemanfaatan, UPG
menyalurkan makanan . sebagalmana dimaksud pada
ayat (3) ke panti asuhan, pant1 jompo, atau tempat
penyaluran bantuan sosial Iamnya

Penyaluran Gratifikasi: oleh UPG sebagmmana
dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.

BAB III
PELAPORAN DAN PEN ETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 5

PeJabat /Pegawai wajib melaporkan setiap Gratifikasi yang
diterimanya kepada KPK melalui UPG, kecuali dalam hal :

a.

- Berlaku Umum;

pemberian dalam keluarga, | yaitu kakek/nenek,

bapak/ibu/mertua, suam1/1str;1, anak/menantu, anak
angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi,

kakak/adik/ipar, sepupu dan| keponakan, sepanjang

tidak terdapat konflik kepentingan;

pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang

pemberlan berupa keuntungan atau bunga dari
penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham
pribadi yang Berlaku Umum;




. majnfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau
organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang
Berlaku Umum;
seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat
tulis, plakat, sertifikat, tas, dan pakaian dengan
logo atau informasi  terkait instansi  yang
berlaku umum, ‘yang diterima = dalam
seminar/pelatihan / workshop/konferensi ~atau,
kegiatan sejems,
hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan
perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya
sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada
kaitannya dengan penlngkatan presta31 kerja yang
diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang- undanga'n,

. hadiah langsung/undian, dz‘scount/ rabat, wvoucher,
point rewards, atau SOuvemr yang Berlaku Umum dan
tidak terkait kedinasan;

kompensasi atau honor atas |profesi diluar keglatan
kedinasan yang tidak terkalt dengan tugas dan
kewajlban, sepanjang. tidak terdapat = konflik
kepentingan dan tidak melang'gar peraturan/kode etik
pejabat/Pegawai yang bersangkutan ‘ ‘
kompensasi yang diterima terkalt kegiatan kedinasan
seperti honorarium, transportas1 akomodasi, dan
pembiayaan yang telah dltetapkan dalam standar biaya
yang berlaku di instansi| Penerima Gratifikasi
sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak
terdapat benturan kepentlngan, dan tidak melanggar
ketentuan yang berlaku di 1nstans1 Penerima;

. karangan bunga dengan nilai yang wajar;

pemberian terkait dengan |penyelenggaraan pesta
pertunangan, permkahan kelah1ran aqgiqah, baptis,
khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama
lainnya paling banyak Rp. 1 000.000,00 (satu juta
rupiah) per pembenan per orang dalam setiap
kegiatan;

. bingkisan/ cmderamata/ souvenir atau benda sejenis
yang diterima tamu/ undangan| dalam penyelenggaraan
pesta sebagaimana dlmaksud pada huruf 1 paling
banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
 pemberian dalam setiap keglatan, '
. pemberlan terkait dengan mu31bah atau bencana yang
dialami oleh diri Penerima Grat1f1kas1, suami, istri,
anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu
penerima gratifikasi paling banyak Rp.1.000.000,00 -
(satu juta rupiah) per pemberlan per orang dalam-
setiap peristiwa; ~
pemberian sesama Pegawa1 dalam rangka plsah
sambut, pensiun, promosi Jabatan, dan ulang tahun
yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya
paling banyak Rp.300.000, OO (tiga ratus ribu) per
pemberian per orang dengan total pemberian
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupxah) dalam waktu 1
(satu) tahun dari pemben yang sama; dan




(2)

(2)

(3)

pefnberlan sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke
atasan dan tidak dalam bentl'lk uang atau alat tukar
lainnya paling banyak Rp. 200 000,00 (dua ratus ribu
rupiah) per pemberian per orang dengan total
pemberian paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta
ruplah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama,
sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 6
Dalam hal penerima tetap (:ratlﬁkam sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 5 bukan dalam bentuk uang,
penerimaan tersebut d1h1tung berdasarkan harga
pasar pada saat pembenan
Dalam hal penerimaan sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 5 dalam bentuk valuta asing, penerimaan
tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Bank
Indonesxa pada tanggal penenmaan

; Pasa_l 7
Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, disampaikan 'secarell tertulis menggunakan
sarana elektronik atau non-elektronik dengan mengisi

-Formulir Pelaporan Gratiﬁkasi.\

Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dianggap lengkap, apabila

sekurang-kurangnya memuat :

a. nama dan alamat lengkap penenma dan Pemberi
Gratifikasi;

b. Jabatan PNS atau penyelenggara Negara;

C. tempat dan waktu penemmaan Gratifikasi;

d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;

e. ‘n11a1 Gratifikasi yang dlterlma

Pelaporan Gratifikasi sebagmmana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dengan cara :

a. disampaikan kepada KPK | paling lambat 30 (tiga
‘puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau '

b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak

Gratifikasi diterima.

UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak

laporan Gratifikasi dlterlma

BAB v
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Baglan Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan| program pengendalian

gratifikasi, dengan Peraturan B'upati ini dibentuk UPG.

(2) Susunan keanggotaan UPG sebagmmana dimaksud

" pada ayat (1), terdiri dari :

a. Pengarah : 1. Bupati Karanganyar;
. 2. Wakil|Bupati Karanganyar
b. Penasehat : Sekretaris Daerah.




)

. sosialisasi ~ Gratifikasi  dan/atau melaporkan . -

Ketua - : Inspektur| . . .
o4 Wakﬂ Ketua : 1. Asisten - Pemerintahan-
» " ‘Sekretaris Daerah | S
2. Kepala Badan Kepegawalan B
: Daerah )
3.<’Kepala ‘ . Bagian
: Hukum - Sekretariat
Daerah. '

Sekretaris  : Sekretarlé Inspektorat. :
! Anggota . Para Insplektur Pembantu, para‘
' o Kepala Sub Bagian, dan para

Pejabat Fungsmnal Inspektorat

a0

incie

- g. Staf Teknis : Jabatan Fungsional

Umum/Jdbatan . Fungsional

: Khusus pada Inspektorat. :
Susunan Keanggotaan ‘UPG sebagaimana dimaksud
pada ayat  (2) dl’cetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupat1 S :

Pasal 9 o : o
Untuk menjalankan fungsi | koordinasi pelaporan

Pegawal pada SKPD ' yang bertugas melakukan

keglatan yang bennd1kas1 Grat1ﬁkas1 pada SKPD
masing-masing.
Penetapan dan rincian - tugas Pegawai sebageumana'

d1maksud pada ayat (1) dltetapkan leb1h lanJut dengan o
Keputusan Bupat1 L

Bag1an Kedua
Wewenang dan Kewajlban UPG

Pasal 10.

UPG mempunyai tugas sebagai berikut :

EERE - W

mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknls,
dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung o

penerapan pengendalian. Grat1i71kas1

. menerima, menganahsa, dan mengadministrasikan

~laporan penerimaan dan penolakan Grat1f1kas1 dari

periodik kepada KPK;

- menjadi kewenangan instansi;

PNS atau penyelenggara Negara, B :
meneruskan laporan penenmaan Gratifikasi kepada_
KPK; ,
melaporkan rekapltulasl Laporan . Grat1f1kas1 secara, o

menyampalkan hasil pengelol aan Laporan Gratifikasi
dan usulan kebijakan pengendahan Gratlﬁkas1 kepada
P1mp1nan instansi; ‘ =
melakukan sosialisasi aturan Gratlflka81 kepada p1hak o
1nterna1 dan eksternal instansi;

melakukan pengelolaan barang Grat1ﬁka31 yang

melakukan pemetaan titik rawan penenmaan dan
pembenan Gratifikasi; dan
melakukan - monitoring dan evaluasi penerapan

' pengendahan GratlﬁkaS1 bersama KPK.

Gratifikasi, Ketua UPG mengusulkan 1 (satu) orang o



Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban

sebagai berikut :
~melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan

a.

hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan
penolakan Gratifikasi kepadetI KPK setiap hari kerja
pertama di tiap minggunya;
menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan' |
tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang
dikelola UPG kepada KPK;

. menyampaikan laporan rekapltulas1 penanganan dan

tindak lanjut laporan penemmaan dan pemberian
Gratifikasi kepada Bupa’u melalui Inspektorat secara
periodik;

merahasiakan identitas Pelapo Gratifikasi;

melakukan koordinasi dan konsulta81 kepada KPK
dalam pelaksanaan pengendahan Gratifikasi;
melakukan - pemantauan tindak lanjut atas
pemanfaatan  penerimaan | Gratifikasi terhadap

- Gratifikasi yang dikelola oleh Pemermtah Daerah;

(1)

(2)

melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya |
Gratifikasi di Daerah; dan

melakukan dan mengkoordmamkan pelaksanaan '
diseminasi program pengendahan Gratifikasi.

Pasal 12
Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh
Pemerintah  Daerah, UPG | dapat menentukan
pemanfaatannya antara lain : '
a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk
keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau
lembaga sosial lainnya; '
c. dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi; atau
d. d1musnahkan
Tindak lanjut penanganan |pelaporan Gratifikasi
menggunakan Formulir sebagalmana tercantum dalam
Lamplran Peraturan Bupat1 ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
wewenang dan kewajiban UPG d1teltapkan dalam petunjuk

teknis yang dltetapkan oleh Inspektur selaku ketua UPG.

BABV
PENGAWASAN

1

Pasal 14

(1) Pe_]abat/ Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahul

adanya pelanggaran terhadap |Peraturan Bupati ini,
wajib melaporkan kepada UPG secara langsung atau
melalui pos/ e-mail sekretariat UPG.

(2) PeJabat/ Pegawai atau pihak |ketiga yang melapor

sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) akan dijamin
kerahasiaannya. :




‘ Pasal 15

(1) Kepala SKPD bertanggung Jawab atas pelaksanaan
pengendalian . Gratifikasi pada SKPD/UPT yang
dipimpinnya.

(2) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan
pelaksanaan pengendalian Graﬁﬁkam di Daerah. ‘

(3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana
dlmaksud pada ayat (2) kepada Bupati. ‘

; Pasal 16 ‘
(1) Penyelenggara Negara di Daerah wajib
menandatanganl Pakta Integrltas tentang penolakan,
penerimaan, dan/atau Pembenan Gratlflkasx secara
bertahap.
(2) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur.

: BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

| Pasal 17
(1) Pelapor Gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan
hukum, yaitu :
a. Jperlindungan dari tindakan balasan atau
' perlakuan yang bersifat admlnlstratlf kepegawaian
yang tidak objektif dan meruglkan pelapor, tidak
terbatas pada penurunan peringkat jabatan,
‘penurunan penilaian klll’lel:]a Pegawai, usulan
'pemindahan  tugas/mutasi atau  hambatan
karir lainnya;
b. ' pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal
 timbul intimidasi atau ancaman fisik;
c. bantuan hukum - sesua1 dengan ketentuan
- Peraturan Perundang—undangan
d. kerahasiaan identitas.
(2) Setiap pejabat pada Pemerintah Daerah wajib
memberikan perlindungan terhadap pejabat/Pegawai
yang menyampaikan laporan |Gratifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Setiap pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang
memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang
merugikan pejabat/ Pégawai, karena melaporkan
Gratifikasi.
(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis
kepada pejabat/Pegawai karena melaporkan
Gratifikasi, pejabat/ Pegawal dapat = meminta
perlindungan kepada Lembagal‘t Perlindungan Saksi dan
Korban atau intansi lain yang berwenang berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis
kepada Bupati melalui Ketua UPG dengan tembusan
kepada KPK.

| Pasal 18

(1) Pejabat/Pegawai -~ yang mematuhi ketentuan
pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi
faktor penambah dalam pemlauan kinerja.




(2) Peﬁilaian kinerja sebagaimana|dimaksud pada ayat (1)
dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan
promosi Pegawai atau insentif.

(3) Pelaksanaan penilaian kinerja|sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

| BAB VII
SANKSI

Pasal 19
‘Pelanggaran yang dilakukan | oleh pejabat/Pegawai
terhadap ketentuan sebageumana dimaksud dalam
Pasal '3, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIl
PEMBIAYAAN

‘ Pasal 20 :
Biaya yang timbul dengan d1tetapkannya Peraturan Bupat1
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan ‘dan Belanja

Daerah
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
| ‘ Pasal 21 ‘
Peraturan Bupati ini mulai |berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupat1 ini dengan
penempatannya  dalam Ber1ta Daerah  Kabupaten
Karanganyar.
’ B Ditetapkan di Karanganyar

- pada|tanggal .2 Sbtoéec 2006

BUPATI ‘Q\RANG NYAR,

) ULIYATMONO

, Dlundangkan di Karan anyar

HUN 2016 NOMOR .44




, . Jabatan

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR .. TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR. :

A. PELAPORAN PENOLAKAN ATAS PEMBERIAN
HIBURAN. i

Kepada Yth. \ |
UPG Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama -
- Alamat
Unit Kerja

------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

HADIAH/CINDERAMATA DAN

menyampcjkan laporan penolakan atas
pemberian hadiah/ cmderamata dan h1buran, sebaga1 berikut :

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

1. Hadiah/ Cmderamata dan Hiburan yang ditolak sebagaimaha tercantum dalam

tabel dlbawah ini:

Waktu

No. Jenis Bentuk Perkiraan [Nama dan [ Hubungan Alasan Ket.
Pemberian | Pemberian { Pemberian Nilai Alamat dengan Pemberian
Pemberian | Pemberi|| Pemberi
1 2 3 L4 5 . 6 il 7 .8 9

2. Apakah Penolakan had;ah /cinderamata dan h1buran dimaksud telah diketahui

oleh atasan Saudara ?
Ya/Tidak?*) '

Atasan Langsung,

*) Coret yang ﬁdak Perlu

" PETUNJUK PENGISIAN :
1. Diisi nomor urut;:

Karanganyaf, .................................

2. Tuliskan jenis pemberian / penerimaan apakah berupa hadiah, discount, dan fasilitas

lainnya (tuliskan uraiannyaj;

3. Tuliskan bentuk pemberian/penerimaan apakah berupa uang, tanah, kendaraan,

surat berharga,  tiket perjalanan/akomodasi,

pengobatan, perjalanan wisata,

pinjaman tanpa bunga, souvemr/barang antlk/bara'ng berharga lainnya (tuliskan

uraiannya);

Tuliskan nama, alamat pemberl /penerima; |
Jelaskan Hubungan dengan pemberi/penerima;
Jelaskan alasan pemberian/penerimaan;

VRN P

Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun pemberian / penenmaan
Tuliskan nilai pasti atau perklraan benda gratifikasi yang diterima/diberikan;

Tuliskan keterangan tambahan yang ingin anda sampaikan.




B PELAPORAN PENERIMAAN ATAS PEMBERIAN

HIBURAN.

Kepada Yth.

UPG Pemerintah Kabupaten Karanganyar

HADIAH/CINDERAMATA DAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan penerimaan atas
pemberlan hadiah/ cmderamata dan hiburan, sebaga1 berikut :

AP o 1 = U U SN
PN =3 010 = S L) S SO
85531 0G5 o - R O PP SO
dJabatan =l e
1. Hadxah/Cmderamata dan Hiburan yang dltenma sebagaimana tercantum dalam
tabel dibawah ini :

No. Jenis Bentuk - Waktu Perkiraan |Nama dan | Hubungan Alasan Ket.

.| Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan Nilai Alamat dengan | Pemberian

- | ‘ Pemberian | Pemberi | Pemberi

1 2 3 4 5 6

| 7 8 9

Apakah Penerimaan hadiah/cinderamata ?fdan

2.
diketahui oleh atasan Saudara ?
Ya/Tldak*)
Atasan Langsurig,
T U TS UUR S
*) Coret yang tidak Perlu
PETUNJUK PENGISIAN :
1. Diisi nomor urut;
2.
lainnya (tuliskan uraiannyaj;
3.
tanpa bunga, souvenir/barang antik/barang berharg
Tuliskan nama, alamat pemberi/penerima; (
Jelaskan Hubungan dengan pemberl/ penerlma,
Jelaskan alasan pemberian/ penerlmaan,

LoNoGg s

Karanganyar,

hiburan = dimaksud . telah

Tuliskan jenis pemberlan / penemmaan apakah berupa hadlah dzscount dan fas111tas

Tuliskan bentuk pemberian/penerimaan apakah blerupa uang, tanah, kendaraan,

surat berharga, tiket perjalanan/akomodasi, pengobatan, perjalanan wisata, pinjaman

a lainnya (tuliskan uraiannya);

Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun pemberian/penerimaan;
Tuliskan nilai pasti atau perkiraan benda gratifikasi yang diterima/ dlberlkan,

Tuliskan keterangan tambahan yang ingin anda sampaikan..




&

~ C. PELAPORAN PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN.

Kepada Yth. '
UPG Pemermtah Kabupaten Karanganyar

Saya yang bertanda tangan di bawahn ini menyampéikan laporan pemberi:ran‘ :
‘ had1ah/c1nderamata dan hlburan, sebagai benkut ‘ ' ‘ o

d1ketahu1 oleh atasan Saudara?

2.

3.

@NoUA

Ya/Tidak*) SRR LT i
Karanganyar,................ e e
‘Atasan Langsung, | IR 1 Pelapor,
| SRR SIE 15 TOORHPENTA B SO SR et )
. -*) Coret yang. tidak Perlu |
" PETUNJUK PENGISIAN :
~1. Diisi nomor urut;

Tuliskan jenis pembenan/penerlmaan apakah berupa hadlah dzscount dan fasﬂ1tas
lainnya (tuliskan uraiannya); :

" Tuliskan bentuk pembenan/penerlmaan apakah berupa uang, tanah kendaraan
*surat berharga, tiket perjalanan/akomodasi, pengobatan, perjalanan wisata, pinjaman
tanpa bunga, souvenir/barang antik/barang berharga lainnya (tuliskan uraJannya), .
- Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun pemberlan/penerlmaan, L

Tuliskan nilai pasti atau perklraan benda gratifikasi yang dlterlma/ dlberlkan, L
Tuliskan nama, alamat pemberi/penerima; B , :

Jelaskan Hubungan dengan pemberi/ penerlma,
J elaskan alasan pemberlan / penerlmaan g

~ JULIYATMONO

~ BUPATI KARA% GANYAR,

Nama e eretesiee e eiiens ;;..; ............ EENE R S AR ALt
Alamat D e e F S SR TP i e
Unit Kerja =~ : ... EEC S S A P N S TR iebeieliereennneianbineeensiiesasinnan
Jabatan 1 e e e, T BRSO SRR A IO R P
1. Hadlah/ Cinderamata dan H:buran yang dlben sebagalmana tercantum dalam tabel a
dlbawah ini : .
| No. Jenis Bentuk || Waktu ‘Perkiraan ‘Nama dan | Hubungan Alasan Ket.
A Pemberian | Pemberian | Pemberian Nilai - Alama%tt - ‘dengan - | Pemberian " :
: : - \ . | Pemberian | Pemberi Pemberi | -} .
. 1 2 3 f 4 5 16 7o 8 : 9
2. Apakah Penerlmaan hadlah/ cmderamata dan hiburan dimaksud _télah ‘



